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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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TENTANG
IZIN OPEFASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDII*N

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) STA MARIA DE LOURDES
DiIGBUPATEN SiiMBA BARAT OA.vA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

: a' bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan perayanan pendidikankepada masyarakat cli Kabupaten sumba Barat Daya maka periu menetapkan izin

,K"l;"'"'l 
Penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah utinengah Kquruan

b' bahwa Perrtohonan Kepala sMK sta. Maria De Lourdes dari aspek adminisbasi tJanteknis' telah memenuhi persyaratan untuk diberikan 
' 

rzin operasionalpenyerenggaraan satuan pendidr kan .sekorah uenengah Kejur"r:an {.sMK.) ;c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan bciatas' perlu menetapkan Keputusan xepata Dinas penanaman MJaloan pelayananTerpadu satu pintu provinsi Nusa Tenggu* rir* tentang rzin operasionarPenyelenggaraan satuan Fendidikan sekota-h- Me;rengah Kejuruan (sMK) sta. MariaDe Lourdes Kabupaten Sumba Barat Daya:
: 1 . U'ldang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionat (LembararNegara Repubrik rndonesia Tahun 2om N;;r za, ramuanan temuaran NegaruRepublik lndonesia Nomor 4301);

2' Undang-undang Nomor 23 Ta.hun 2014 tentang pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomoi'zqq, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tetan oiuuah beberapa kari terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tenteng perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2015 Nomor sa, tarrroahan Negara Repub,tik lndonesiaNomor 5679);
3' urrt'iarig-uirdairg iriurriur 2i rai'wrr 2a22 ler'rlairg Fir.rviirsi i,iusa Ter-rg gai, Tititu(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zozi Nomor ,164, Tambahan LembararNegara Republik lndonesia Nomor 6glO);
4. peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2o1o tentang pengeroraan dan

:::y,.1lnnaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan--"i;.;i-ri lJcga:'a l,!cmo;- 51aq scbagaimai.:a tcrah diubah ccnqan ?craluranPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenting Perubahan Atas peraturan pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
(Lembaran Negara Tahurr 20't0 Nomoi llz, Tambahan Lembaran Negara Nomor5157);

5. Peraturan pemerintah tJomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas peratura,
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang stanoai Nasional pendidikan (-rambaharLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5620);

6' Peraturan Pemerintah l'lomor l5lahun 2015 tentang wajib Belajar (LembaranNegar:
Repubik lndonesia Tahun 200g Nomor 90);

7 ' Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor g rahun 2oo7 tentang standaPengeioiaan Penciiciikan oieh Satuan Penciicjikan Dasar cian ivienengah;
8- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor s9 Tahun 2oi2 t'ntang BadaArreditasi Sekolah;
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9- Perafiran fttentcri Pendidikan dan Kebr.rdryaan No. g6 Tafrtn 2014 tentarg pedornarr
Pendirian" Penbahan dart Penufupan Sattmn Pendidikan Dasardan Menengah;

10- Peraturan Gutrernur Nusa Tenggara Timur Nornor 127 Tahun zo22 tanggal 16 Desember
2022 tentang Pendelegaspn wewenang Penyelenggaraan pelayanan perizinan Berusdra
dan Non Perilnan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan petayanan Terpadu Satu
Pintu;

11- Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 TarBgal o7 Juli w1
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfinnasi status wajib pajak Dalam pemuerian Layarran
Publik Terterilu.

1. surai Merrtjikiras i'iu. i4iii?iiin{,i2oo7 iarrggai 24 iaruaii 2ffi7 ieriairy Fiiorilas ?ercjiiiatit
lzin Sekolah Menengah;

2. Surat Permohonan Kepala SMK Sta. Maria De Lourdes Kabupaten Sumba Barat Daya Nqnor
: 0lIYWBSN/2023 tanggai24 Mei2023 tentang Permohonan lzin Operasional Sekotah;

3- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara l rrnur
Nomor : 8488099/pK 2.3t2023 tanggal 29 Mei 2023.

MEMUTUS}(AN

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Sta. Maria De Lourdes, terletak di Jl.Radaloko, Desa Radaloko Kec. Kodi
Bangedo Kabupaten sumba Barat Daya dengan Bidang l(eahlian antara lain:

Bidang Keahlian Program Keahlian Kompetensi Keahlian

Kesehatan dan Keperawatan Asisten Keperawatan
Sosial

lzin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);
lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitunq mulai tanggal 30 Mei 2023 sampai
dengan tanggal29 Mei 2028, setelah itu diusutkan untukdiperpanjang;
Sekolah Menengah Keiuruan (SMR Sta. Maria De Lourdes lGbupaten Sumba Barat Daya
berkewajiban memenuhi B (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan rnemenuhi berbagai
ketentuan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabiia paoa kemuoian nan temyata teroapat l(et(ettruan oaiampenetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 Mei 2023

Madya
NIP 1 96508081 995031 003

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik lndonesia di Jakarta;
2. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3, Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sunrba Barat Daya di Tambolaka;
6. DirekturJenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan ,Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik

lndonasia di Jakarta;
7. Drektur Pembinaan SMK Kementerian Fendidikan , Kebudayaan ,Riset dan Teknologi Republik lndonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provirtsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal darr PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
10. lGpala Dinas Pendidikan dan Kebudayaen Kabupalen Sumba Barat Daya di Tambolaka;
11. Koovdinator Pengawas SMA/SMI(SLB Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
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